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A. [bookmark: _bookmark50]Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dana desa dalam Putusan PN Medan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Peraturan hukum terhadap korupsi dana desa menurut perundang- undangan Indonesia telah diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut memuat larangan bagi setiap pejabat publik, termasuk kepala desa, untuk menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam konteks pengelolaan dana desa, hukum positif memberikan landasan kuat dalam mengatur, mengawasi, dan menindak penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari APBN.
2. Penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn telah dilakukan secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim. Unsur-unsur sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 UU Tipikor, seperti penyalahgunaan kewenangan, keuntungan pribadi, dan kerugian keuangan negara, terbukti terpenuhi berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. Hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan menjatuhkan pidana sesuai tingkat kesalahan dan kerugian negara yang ditimbulkan.
3. Tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta pertimbangan non- yuridis seperti pengakuan terdakwa dan pengembalian kerugian negara. Pertimbangan  tersebut  dinilai  telah  mencerminkan  prinsip

proporsionalitas dan tujuan pemidanaan, meskipun masih terdapat ruang evaluasi terhadap konsistensi dan bobot hukuman yang dijatuhkan agar lebih mencerminkan efek jera dan keadilan restoratif.

B. [bookmark: _bookmark51]Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Regulasi, perlu dilakukan penguatan regulasi teknis terkait pengelolaan dana desa dengan pendekatan berbasis teknologi informasi serta memperluas kewajiban transparansi dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pelatihan dan edukasi hukum bagi aparatur desa perlu diperluas guna mencegah terjadinya kesalahan administratif yang berujung pada tindak pidana.
2. Bagi Penegak Hukum, diperlukan penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih baku dan konsisten untuk kasus korupsi dana desa, agar tercapai kesetaraan dan keadilan dalam praktik pemidanaan. Majelis hakim juga disarankan untuk memperluas pertimbangan terhadap aspek dampak sosial dan psikologis masyarakat dalam menjatuhkan vonis, sehingga keadilan substantif dapat lebih tercapai.
3. Bagi Masyarakat dan Akademisi, diharapkan putusan ini menjadi sarana edukatif dalam memahami batasan kewenangan aparat desa dan pentingnya peran aktif warga dalam mengawasi penggunaan dana publik. Penelitian lebih lanjut juga dibutuhkan untuk mengkaji disparitas hukuman dan efektivitas regulasi dalam mencegah korupsi skala mikro seperti dana desa.
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